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STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKAT STANDAR KLINIK

PENYAMPAIAN PELAYANAN
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan 1. Pelaku usaha telah memiliki NIB yang terbit

melalaui aplikasi OSS
2. Syarat khusus :

a. Data Sarana dan Prasarana
b. Data Bangunan
c. Data Obat-obatan dan Bahan abis pakai
d. Data SDM
e. Data Jenis Pelayanan Kesehatan di Klinik
f. Dokumen Surat Izin Praktek (SIP)
g. Dokumen Perjanjian Kerjasama

Pembuangan limbah bahan pakai
berbahaya dan beracun (B3)

h. Dokumen izin Memperkerjakan Tenaga
Asing (MTA) bila memperkerjakan tenaga
warga negara asing

2 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1. Penerbitan NIB
Sebelum melakukan kegiatan usaha, Pelaku
Usaha wajib memiliki NIB yang diterbitkan
melalui system OSS

2. Penyampaian persyaratan izin
Pelaku Usaha wajib menyampaikan
pemenuhan persyaratan izin (standar usaha
berdasarkan PMK 14 tahun 2021) ke sistem
OSS

3. Verifikasi
Sistem OSS meneruskan kepada DPMPTSP
Kab/Kota untuk dilakukan verifikasi.
DPMPTSP meneruskan ke Dinkes Kab/Kota
untuk dilakukan verifikasi
Verifikasi Dinkes Kab/Kota berupa :
a. survey lokasi
b. kelengkapan dan kesesuaian syarat khusus

4. Sertifikasi
a. Bila memenuhi syarat Dinkes Kab/Kota

menerbitkan Sertifikat Standar
menyampaikan kepada DPMPTSP

b. Bila belum memenuhi syarat, maka
dkembalikan dan dilakukan perbaikan oleh
Pelaku Usaha



No Komponen Uraian
3 Jangka Waktu

Pelayanan
21 (Dua Puluh Satu) hari bila Pelaku Usaha
menyampaikan pemenuhan Persyaratan
Verifikasi sesuai ketentuan

4 Biaya/ Tarif Tidak ada biaya/tarif.

5 Produk Pelayanan Berita Acara

6 Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

1. Hotline Seksi MAPK 0812-8124-4511
2. Email : mutudinkesdepok@gmail.com
3. Secara tertulis melalui kotak saran

mailto:mutudinkesdepok@gmail.com


PENGELOLAAN PELAYANAN
No Komponen Pelayanan
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 6 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 16;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14
Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan
Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);

5. PP RI no 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan;

6. PP RI no. 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko;

7. Perpres RI no. 10 tahun 2021 tentang
Bidang Usaha Penanaman Modal;

8. Permenkes RI no 26 tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

9. Permenkes RI no. 14 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

10. Perda Kota Depok No 11 tahun 2017
tentang Perijinan dan Sertifikasi Bidang
Kesehatan;

11. Perda No 17 tahun 2017 tentang Sistem
Kesehatan Daerah;

12. Perda Kota Depok No. 3 tahun 2019 tentang
Perizinan dan Non Perizinan;

13. Peraturan Walikota Depok Nomor 65 Tahun
2012 tentang Tata Cara Perizinan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

2 Sarana, Prasarana dan
atau Fasilitas

1. Ruang Kerja
2. Meja dan kursi;
3. Komputer;
4. Printer



5. Jaringan internet;
6. Handphone
7. Blanko Berita Acara Penilaian Kesesuaian

Klinik

3 Kompetensi Petugas 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan
peraturan perundang-undangan;

2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang
perizinan Klinik

3. Pegawai yang mampu menyampaikan
informasi secara lengkap, terbuka,
bertanggung jawab, serta santun kepada
pihak yang memerlukan; dan

4. Pegawai yang mampu mengoperasikan
komputer.

4 Pengawasan Internal Pengawasan dilakukan langsung oleh
Koordinator Mutu dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan

5 Jumlah Pelaksana Verifikator 3 (Tiga) orang

6 Jaminan Pelayanan 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman
dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan standar pelayanan.

2. Sertifikat Standar sah bila telah dilakukan
verfikasi oleh petugas verifikator dan
diketahui oleh Koordinator MAPK

7 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Kepastian pelayanan kesehatan
2. Sertifkat Standar dikeluarkan tepat

waktunya.

8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat
evaluasi berkala setiap bulan

2. Evaluasi berdasarkan pengawasan dari
atasan langsung terkait kinerja dan
kedispilinan

3. Survey indeks kepuasan setiap 6
(enam)bulan sekali.


